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1. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan Penyiapan Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan yang
dibiayai APBN, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat
Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina
Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penyiapan Desain (DED) Jalan Bebas
Hambatan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi
selama pelaksanaan tugasnya.

3. Acuan
1. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, tentang Jalan.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015, tentang
Perubahan KEEMPAT atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009 tanggal 16 Maret 2009,
tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.

4.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015, tentang perubahan ketiga
Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2011, tentang Persyaratan
Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

6. Pedoman Konstruksi dan Bangunan PdT-18-2005-B, tentang Pra Studi Kelayakan
Proyek Jalan dan Jembatan.

7. Pedoman Konstruksi dan Bangunan PdT-19-2005-B, tentang Studi Kelayakan
Proyek Jalan dan Jembatan.

4. Definisi
4.1 DED : Detailed Engineering Design

Detailed Engineering Design (DED) adalah berupa gambar detail dari suatu
rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan, dan dapat
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